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BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR 3} JTAHUN 2010 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

BUPATT JEPARA 

Menimbang a batwa da la m  rangka  pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas 
Tanah Dan bangunan, maka agar dalamn pelasanaan operasional 
dapat berja la n  secara  efektif, efisien dan optimal perlu adanya 
petunjuk pelaksanaannya 

b. bahwa berdasarkan pertirbangan sebagairana dimnaksud pada 
huruf a, menetaplan Peraturan Bupati tentang Petunjul 
Pelaksanaan Perungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-D rah Kabupaten Dalamn Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
24. Benita Negara Republik Indonesia Tanggal 18 Agustus 1950) 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), 
sebagairana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2O 
Tahun 200O tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Pals.a 
(Lembaran Negara Republik indon ia Tahun 2000 Nomnor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 

3 Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (temba""!ara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomo 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) 



• 

5. Undang-Undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

6. Undang-Undang Norr 15 Tahun 2004 tentang Permeniksaan, 
Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Deaerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nmar 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) 

10.Feraturan Pererintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomar 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4375) 

1f. Peraturan Pemenintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomnor 140, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578) 

12.Peraturan emenintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Perenintahan Antara Pemenintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), 

13 Peraturan Deerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3), 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemenintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomnor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 2). 
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15.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22 Tahun 2010 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 22) 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

ft. Daerah adalah Kabupaten Jepara 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
pe nye lo nggera  Pererintahan Daerah 

3. Bupati adalah Bupati Jepara 

4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang dibent tugas tertentu di Bidang 
Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB 
adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, 

6. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutrya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata 

yang diperoleh dani transaksi jual bell yang terjadi secara wajar dan bilamana tidal 

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan 
objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NOP pengganti 

7 . Peroleha n  Hak  atas  Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristrwa 
hukum yang mengalibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan olet 
orang pnibadi atau Badan; 

8. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak 
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimnaksud dalamn undang 
undang di bidang pertanahan dan bangunan, 

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat mermaksa berdasarkan 
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat $$PD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunak.an 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang dirtunjuk oleh Kepala Daerah; 

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi dan jurlah yang masih harts dibayar, 

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlat 
pajak yang telah ditetapkan; 
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13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jurlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jurnlah kredit pajak lebih besar danipada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidal terutang; 

14. Subijek Pajak Bea Perolehan Hake atas Tanah dan Bangunan adalah orang pnibadi 
atau Badan yang mermperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; 

15. Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi 
atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihit, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau 

denda 

18. emeniksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencani, mengumpull.an, 
mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan perenuhan 
kewajban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

19. Penyidikan tindak pidana perpajak.an daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidilk untuk mencani serta mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi 
serta menemnukan tersangkanya 

20. Pery aalah Pepabat Pot Me's9oak toooesia, Pejabat atau Pegaw 
Negeni Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk 
melakukan penyidi.an 

BAB Il 

OBJEK BP4TB 

Pasal 2 

(1) Obyek Pajak BP4TB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; 
(2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

meliputi 

a Perindahan hak karena 
1) jual beii; 
2) tukar-menukar, 
3) hibah; 
4) hibah wasiat; 
5) waris; 
6) perasukan dalamn perseroan atau badan huturn lainnya; 
7) perisahan hak yang mengalbatan peralihan, 
8) penunjukan pembeli dalam lelang 
9) pelalsanaan putusan halimn yang mempunyai kekuatan hukurn tetap; 
10) penggabungan usaha; 
11) peleburan usaha 
12) pemekaran usaha; atau 
13) hadiah. 

b Pembenian hak baru karena 



(3) Hak atas tanah sebagaimana dirneaksud pada ayat (1) adalah: 
a hak milike, 
b. hak guna usaha 
c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e hak milk atas satuan rumah susun, dan 
f. hak pengelolaan 

Pasal 3 

Dikecualikan dari obiele BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan / atau 
Bangunan, olet 
a perwalilan diplomatik dan konsulat berdasaran asas perlakuan timbal balik 

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum, 

c badan atu perwakilan lemnbaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteni Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; 

d. orang pnbadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukurmn lain 
dengan tidal adanya perubahan nama; 

e orang pnibadi atau Badan karena wakaf, dan 
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah 

BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal 4 

(1)Dasar pengenaan BPHTB adelah Nidai Perolehan Objek Pajak; 

(2) Nilai Perolehan Obijek Pajak sebagairana dimnaksud pada ayat (1), dalam hal 
a. jual beli adalah harga transaksi minimal berdasarkan nilai pasaf, 
b tukar menukar adalah nilai pasar, 

c. hibah adalah nilai paar, 

d. hibah wasiat adalah nilai pasar, 
e. wanis adalah nilai pasar, 
f. perasukan dalam peseroan atau badan hulum lainnya adalah nilai pasar, 
g pemisahan hak yang mengalibatkan peralihan adalah nilai pasar, 
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan halimn yang mempunyai keluatar 

hukurn tetap adalah nilei pasar, 
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dani pelepasan hak adalat 
nilai pasar, 

j pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar, 

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar, 

I peleburan usaha adalah nilai pasar, 



m. pemekaran usaha adalah nilai paa, 

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercanturn dalan 

risalah lelang minimal berdasarkan nilai pasar 

(3) Jika Nial Perolehan Obiek Pajak sebagaimana dimnaksud pada ayat (2) hurut a 
sampai dengan hurut n tidakx diketahui atau lebih rendah danipada NJOP yang 
digunakan dalamn pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya 
perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NOP Pajak Bumi dan Bangunan, 

(4) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pade ayat (2) ditetapkan sebesar NJOP PBB 
yang saat ini berdaku 

Pasal 5 

(1)Besarnya Nai Perolehan Obiek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebe sar 
Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak; 

(2) Dalamn hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang 
pribadi yang masih dalam hubungan eluarga sedarah dalam ganis keturunan lurus 
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, 
termasuk suarni/istri, Nilei Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); 

(3) Nial Perolehen Objekx Pajak Tiakx Kena Pajak sebagairmana dimaksud pada ayat 
(1)dan ayat (2) diberikan terhadap Wajib Pajak pad Perolehan Hak yang pertama, 
sedangkan perolehan hak berikutnya dienakan secara penuh tanpa dikurang 
NpOTKP dalarm satu tahunpajak dengan Wajib Pajak yang sama; 

(4) Nilai Perolehan Obiek Pajak Kena Pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak 
dikurangai dengan Nilai Objek Pajak Tidaka Kena Pajak. 

Pasal 6 
Tar4 9PHTB ditetaplan sebesar 5% (limna persen) 

BAB IV 

TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG 

Pasa 7 

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun talwimn 

Pasal 8 

(1) Saat terutangnya pajakx BPHTB ditetapkan untuk 
a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, 
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
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d hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya ata 

e. waris adalah sejak tan9gal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya 
ke kantor bidang pertanaban, 

f. perasukan dalam perseroan atau badan huturn lainnya adalah sejak tang9a 
dibuat dan ditandatanganinya akta, 

g perisahan hak yang mengalibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan 
ditandatanganinya akta 

h. putusan halimn adalah sejak tanggal putusan pangadilan yang mempunyal 
kekuatan hukurn yang tetap 

i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dani pelepasan hak adala 
sejak tanggal diterbitkanrya surat keputusan pemberian hak; 

j pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya 
surat keputusan pemberian hakc 

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
l peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akt.a, 

mn. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta, 

n. hadiah adalah sejal tanggal dibuat dan ditandatanganinrya akta; dan 
o. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang. 

(2) Pajak yang terutang hars dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak 
sebagaimana diraksud pada ayat (1) 

Besarnya Pajak terutang dihi#tung dengan caa mengalikan tariff pajak dengan NPOPKP 

BAB V 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK 

Pasal 10 

(1) Setiap Wajitb Pajak wajib mengisi SSPD; 

(2) SSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD 

(3) $SPD harus terisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib 
Pajak atau Kuasanya, PPAT / Notaris serta diverfikesi DPPKAD 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD sebagairmana tercanturm dalam lampiran I 
yang tidak terpisahkan dart Peraturan Bupati ini; 

Pasal 11 

(1)ssPD sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk menghitung, 
sebagai alat pembayaran dan pelaporan 
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(2) Dalamn jangka waktu 5 ( lira ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat 
menerbitkan' 

a SKPDKB. 
b SKPDKBT 
¢. SKPDN 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: 
a. Apabila berdasaran hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang 

tidal atau kurang dibaryar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2%(dua persen) sebulan dihitung dani pajak yang kurang atau terlambat dibayar 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak, 

b. Apabila SSD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 ( empat 
belas) hani kerja sejak tanggal pembayaran atau perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan, setelah ditegur secara tertulis tertentu tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak 
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak, 

c. Apabila kewajban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung 
secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 
% (dua puluh lima persen) dani polok pajak ditambah sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabla 
diternukan data baru atau data yang serula belurn terungap yang menyebabkan 
penambahan jurlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dani jumlah kekurangan paja 
tersebut 

(5) SKPDN sebagairnanae dimaksud pada ayat (2) hurut c diterbitkan apabile jumlat 
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak 
terutang dan tidak ada kredit pajak; 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tidak atau tidal sepenuhnya dibayar dala 

jangka waktu 1 (satu) bulan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa bunga2% (dua persen) sebulan; 

(7) Penambahan juriah Pajak yang terutang sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 
tidak dikenak.an apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan 
pemeriksaan 

(8) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan pada Kepala 
DPPKAD 



(4) Permohonan angsuran pajakx BPHTB sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
diajukan secara tertulies dalamn bahasa Indonesia disertai ala6an yang jelas dalarn 
jangka waktu paling lama 15 (Lira belas) hart kerja sejak seat terutangnya 
BPHTB; 

(5) Ag"P""wan penal sebaoamane imnakosu@ pade yat (2)_harus 
dilakukan secara teratur dan malsimal angsuran 3 (tiga) kali perbayaran dengan 
dikenalan bunga sebesar 2 % (dua porsen) per bulan dari jurlah pajak yang 
belum atau urang bayar, 

(6) Berdasarian permohonan Wajib Pajak Kepala DPPKAD dapat membenikan 
eputusan untuk menund_Peraran paling lama 3 (tiga) buian dengan 
dikenalan bungan 2% (dua persen) per bulan dari jurnlah pajak yang belurm atau 
kurang bayar, 

(7) Permohonan penundean BPHTB ebagaimana diraksud ayat (5) diajukan secars 
tertulis kepada Kepala p9PKAD dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan 
disertai alasan yang jelas; 

(8) Permohonan ansuran dan penundaan pembayaran 9PHTB sebagaimnana 
dirnalsud pada ayat (2) dan ayat (5) diajukan dengan melampirkan' 
a Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (sPPT) PBB untuk tahun 

terutang Pajak 
b. Fotocpy identitas pnibadi, 
c. Fot0copy SSPD diketahui oleh PPAT/ Notaris; 

(9) Bupati dapat menolak dan/atau menyetujui permintaan Wajib Pajak atas 
pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran BPH TB; 

(10) Persetujuan dan penolakan perbayaran angsuran dan penundaan BPHTB 
sebagaimana dimnalsud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
pepKAD, paling lama 15 ( lira belas ) hari kerja sejak permohonan diterira 
secara lengiap dan bear 

Pasal 14 

Setiap pembayarn 99HTB iberikan tanda bukti pembayaran berupa $sPD dan 
dibukulan sesuai dengan Ketentuan yang berdaku 

BAB VI 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 15 
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindekan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak seat jatuh 
tempo pemnbayaran 

(2) Dalamn jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang 
terutang 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 
dimnalsud pada ayat (1) dileluaran oleh Kepal8 DPPKAD 



' 
BAB VI 

TATA CARA PEMBA YARAN 

Pasal 12 

(1)Pembayaran pajak dilakukn di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai 
waktu yang ditentuken dalt m $$PD, SKPDKB, SKPDKBT den STPD; 

(2) Tempat pembayaran sebagairmana dirnalsud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupati; 

(3) BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau Kussanya dengan 
menggunalan SSPD le tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 

() 0atom ha! e"""P"syaran BPHTB. temoat pembayaran sebapaimnanae imnelso 
pada ayat (1) diwajib#an membuat laporan dengan ketentuan' 

a.  Kas  Daerah: 
I) 4Menerima pembayaran 99HTB 
2) Menerima pelmnpahan penerimaan 9PH TB dani tempat pembayaran 
) Melaksanakan penyeit aian pembaryaran 99HTB kepada rekeining /Gas 

Daerah setiap Hani Senin atau hari kerja berikutnya apabia hani Senin libur. 
4) Menyampakan laporan penerimaan $$PD 9PHTB serta foto copy Nota 

Kredit kepada pPPKAD setiap hani Senin atau hari berikutnya apabila hari 
Senin libur. 

5) Menyarnpaikan Not Kredit beserta salinan Rekening Koran Mingguan e 
pPPKAD selambat-lambatnya setiap Hani Senin. 

6) Meryusun Relening Koran dengan akhir bulan menyarpaikan kepada 

 b. Tempat pembayaran lainnya. 
py Menerima pembayaran 9PHTB 
2 Memberikan pengesahan/ realisasi pada setiap sumber S$PD 
3) Menyerahkn $SD yang telah diberikan tanda pengesahan / validasi 
4) AMelimnpahkan penerirnaa 94TB dengan dilampini $$PD epada 

Bank operational setiap Mari Jurn'at atau hart kerja borikutnya apaba 

Han Jum'at libur 
5) Manyampailan relening Koran mingguan ke Kas Daerah. 
6) Menyusun relening koran sarnpai dengan akhir bulan dan menyampaikan e 

DPPKAD dan Kas Daerah 

Pasal 13 

(1) Pembayaran pajak harus dilaluan sel.aligus atau lunas, 

(2) Berdasaran permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan penetapan 
untuk mengangsur pajak 

(3) Wewenang Bupeti sebagairmana dirnalsud pada ayat (2) didelegasikan pada 
Kepala DPPKAD 
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Pasal 16 

(1)Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangia waltu 
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peningatan atau surat lain 
yang sejenis, jurlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Palsa 

(2) Bupati menertitian Surat Palsa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu ) hani 
ejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
disamnpaik.an, Bupat segera menerbitkan surat paksa 

Pasal 17 

Apabila pajak yang harus dibayar tidal dilunarsi dalamn jangka waktu 2 x 24 jam sesudah 
tanggal Pe"benitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah 
Melaksanal.an Penyitaan. 

Pasal 18 

Setu la h  dilakukan peryitaan dan Wajib Pajak belumn juga melunasi utang pajaknya, 
setelah lewat 10 (sepuluh) hart sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah 
Melaksanakan Perryitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal 
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara 

PAsal 19 

Setelah Kantor Lelang Negara menetaplan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan 
lelang, Juru Sita memberitahulan dengan segera secara tertulis epada Wajib Pajak 

BAB VI 

TATA CARRA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
PAJAK 

Pasal 20 

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan eringanan, pengurangan, dan 
pembebasan BP4TB kepada Bupati 

(2) Keringanan dan pengurangan BPHTB dapat diberikan dalam hal: 

a Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yaitu 

1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program 
permerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemamnpuan secara 
ekonomis, 

2 Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan 
telah menguasi tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dani 20 (dua 
puluh) tahun yang dibukctikan dengan surat Perryataan Wajib Pajak dean 
keterangan Bupati 

3. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau 
bangunan Rumah Sederhana ( RS ), dan Rumah Susun Sederhana serta 
Rumah Sangat Sederhana ( RSS ) yang diperoleh langsung dari 
pengembang dan dibayar secara angsuran; 



4. Wajib Pajak orang pnibadi yang menenima hibah was+at dan wanis dan orang 
pribadi yang mempunyai hubungan eluarga sedarah dalarn garis keturunan 
lurus satu derajat ke atas atau satu derajat e bawah 

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab - sebab tertent 

yaitu 

1 Wajb Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dani hast 
ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek 
Pajak; 

2 Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah 
dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, 

3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang 
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib 
Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai 
dengan kebiaksanaan pemerintah 

4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak 
berfungsi lagi seperti sernula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab 

lainnya seperti ebakaran, banjir, tanah longs0ng. gempa bumi, gunung 
meletus, dan huru-hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak penandatanganan akta 

5. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeni Sipi ( PNS ), Tentara 
Nasional Indonesia ( TNI ), Polisi Republik Indonesia ( POLRI), Pensiunan 
PNS. Purnawirawan TNI, Purnawirarwan POLRI atau janda / duda-nya yang 
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rurah dinag Pemerintah 

6. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia ( KORPRI ) yang 
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan 
perumahan bagi anggota KORPRI/ PNS, 

7 . W aijib  Pajak Badan  anal perusahaan dani perusahaan asuransi dan 
reasuransi yang merperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang 
berasal dani perusahaan indulknya selaku pemegang saham tunggal sebagai 
elanjutan dani pelaksanaan Keputusan Menteni Keuangan tentang 
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan PReasuransi, 

8. Wajib Pajak yang domnisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi 
dan rekonstruks yang mermperoleh hak at.as tanah dan atau bangunan 
melalui program Pererintah di bidang pertanahan atau Wajib Pajak yang 
Obijek Pajaknya terena bencana alam gempa bumi 

e. Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidian 
yang semata-mnata tidak untuk mencani keuntungan antara lain untuk pant 
asuhan, panti jompo, rumah yatimn piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencart 
keuntungan, rumah salit swasta milik institusi pelayanan sosial masyaralat 

(3) Pembebasn BPHTB dapat diberikan hanya pada kondisi Wajib Pajak sebagairmana 
dalam ayat (2) huruf b angkan 6 dan angka 8 

Pasal 21 

(1) Permohonan pengurangan dan kerninganan BHTB sebagaimana dimaksud 
Pesal 2Q dijuk.an secara tertulis dalamn Bahasa Indonesia dengan disertakan alas.an 
yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutang0ya 
BPHTB: 
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(2) ermohonan pengurangan keringanan 99TB sebagaimana dlmaksud pada 
yat (1), harus dilampini 

a) Foto copy SSPD; 

b) Foto copy $PPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB; 

) Foto copy dolumen Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

d) Foto copy KTP atau identitas lainnya 

e) Surat Keterangan Lurah / Petinggi atau Surat Keterangan Instansi terkait khusus 
sebagaimana dimnaksud dalam Pasat 2 huruf a angka 1 dan 4, huruf b angia 1. 

f) Foto copy sertifiat hak atas tanah ada / atau Halk Milik atas satuan rumah susun 
d ala m  hal  hak  karena  perindahan  sebagairmana dimaksud Pasal 20 ayat (2) 
huruf a angka 3 

g) Apabila Wajib Pajak tidak bisa mermenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sebagairana dimnalsud dalarn ayat (2) karena keadaan diluar kekuasaannya, 
maka Wajib Pajak tersebut harus remnbuktian keadaan tersebut. 

Pasal 22 

(1)Besarnya keringanan dan pengurangan 99HTB yang dapat diberikan, ditetapkan 
sebagai beriiut: 

• Paling baryak sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dani pajak yang terutang 
untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a 
angka 3; 

b. Paling baryak sebear 50 % (lira puluh persen ) dani pajak yang terutang untuk 
Wajib Pajak sebagairana dirnaksud dalmn Pasal 20 ayat (2) huruf a angka 2 
dan angle 4, huruf b angla 1, angla 2 dan hurut c; 

e. Paling banyak sbesar 75% ( tujuh puliuh lira persen ) dari pajak yang terutang 
untuk Wajib Pajak sebagairana dimaksud dalamn Pasal 20 ayat (2) hurut a 
angka 1 dan hurut b angia 3 dan angka 5; 

d. Paling banyak sebesr 100% ( seratus persen ) dari pajak yang terutang untuk 
Wajib Pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (2) hurut b angka S 
dan angka 8 

Pasal 23 

(1)Keputusan atas permohonan pengurangan dan keninganen BHTB diberikan dalamn 
jangka walktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara 
lengkap dan benar, 

(2) Keputusan sebagairana dimnaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian 
atau mengabulk.an seluruhnya atau menola, 

(3) Apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana dirnalsud dalamn ayat (1) keputusan 
belurm diberikan mala permohonan pengurangan dan keringanan BPHTB dianggap 
di.abulk.an, 

(4) Besaran pengurangan dan keringanan BPHTB sebagaimana diraksud pada ayat 
(3) diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dirmaksud dalam pasal 22 secara 
maksimal 
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Pasal 24 

(1)Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan pajak diberikan oleh 
Bupati delamn heal pajak terutang lebih dani PR. 5.000.000,-( imna juta rupiah ); 

(2)Keputusan atas permohonan pengurangan dan atau kerninganan pajak dalam hal 
pajak diberikan oleh Kepala pPPKAD dalamn hal pajak yang terutang paling banyak 
RD. $.000.000,-(lira juta rupiah ); 

Pasal 25 

(1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan dan keringanan 
BPHTB sebelurm melalukan pernbayaran dan membayar BPHTB terutang set var 
perhitungan; 

(2)Ketentuan sebagairmana dirnaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat 
persetujuan pejabat sebagaimana dimalsud dalamn Pasal 24. 

BAB DX 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 26 

(1) Bupati #arena jabatan tau tas permnohonan Wajib Pajak dapat 

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau keeliruan 
dalarn penerapan peraturan perundang -undangan perpajak.an deerah 

b. membatalk.an atau mengurang.an ketetapan pajak 

c. mengurangkan atau menghapus.an sanksi administrasi berupa bung4, denda 
dan kenailan pajak yang terutang dalamn hal sanksi tersebut dikenakan k.arena 
bukan kesalahan Wajib Pajak 

(2) WMewenang Bupati sebagairana dirnalsud pada ayat (1) didelegasikan pada Kepala 
DPPKAD; 

(3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 
atau pengurangan sanksi administrasi ata6 SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 
sebagairana dimnaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak 
epada Kepala DPKAD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hart sejak tanggal 
diterima 8KPD, SKPDKB, SKDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang 
jelas 

(4)Kepala D9pKAD paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagairmana 
dirnaksud ayat (3) diterima, sudah harus memberikan keputusan, 

(5) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimnaksud ayat (4) Kepala 
DPKAD tidak member.an eputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, 
dianggap dikabulkan 



I BAB X 

PEMERIKSAAN 

Pasal 27 

(1) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pemeriksaan SSPD pad DPPKAD 
selamnbat - lambatnya empat belas hani kerja setelah pajak dibayarkan dengan 
dilemnpint 

a SPD BPHTB yang telah divalidasi oleh Bank Penerima; 
b. Foto copy identitas Wajib Pajak (berupa Kartu Tanda Penduduk), 
c. Surat Kuasa dani Wajib Pajak dan fotocopy identitas kuasa Wajib Pajak, 
d Asii S9pr pBB Tahun terakhir, 
e. Doumen pendulung lain yang dipertukan 

(2) Pajak yang telah dibayarkan yang berdasaran SSPD diperiksa oleh Tim Pereriksa 
yang ditetapkan oleh Kepala DPPKAD yang hasilnya dimuat dalam Benita Acara 
untuk dipergunakan sebagai dasar perhitungan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 
$KPDLB; 

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dirnasud pada ayat (1) mernpunyai tugas 

a mengujr ewenagnan epatuhan perenuhan perbayaran pay a, 

b. Mereriksa kelengiapan doumen dan kebenaran data objek pajak yang 
tercanturn dalam SSPD BPHTB 

c. Menandatangai S$PD BPHTB yang telah diverifikasi 

(4) Untuk pertuan pemeriksan Wajib Pajak diwajbk.an mempertihati.an, 
meminjam#an bulu catartan dan membeni keterangan yang dapat dipertan9ung 
jarwablan 

BAB XI 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 28 

(1)Wajb Pajak d«pat mengajukn leberatan harya kepad Bupati ats: 

a 8KPDKB; 

b. SKPDKBT; 
c SKPDLB, 
d SKPDN 
e. Pemotongan atau perungutan oleh Pihak Ketiga berdasaran etentuan 

peraturan perundang-undangan perpajal.an 

(2) Permohonan leberatan sebagaimana dirnalsud pada ayat (1) harus disamnpaikan 
secara tertulis dalamn Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, 

(3) Keberatan harus diejuken dalamn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan seja 
tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPON dan Pemotongan atau permungutan 
oleh Pihak Ketigad berdasaran ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan diterima oleh Wajib Pajak kecuall apabila Wajib Pajak dapat 
menunjulan batwa jangle waltu #tu tidal dapat dipenuhi karena keadaan diluar 
keluasaannya 



I 
16 

(4) Bupati d la rn  jargia  waktu  paling  lama  12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat 
permohonan leberatan sebagaimnana dimasud pada ayat (2) diterima, sudah harus 
memberikan eputusan atas keber ta n yang diajukan, 

(5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimnaksud pada ayat 
(3) Bupati tidak membenkan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap 
dilabulkn 

(6) Pengajuan keberatan bagairana diraksud pada ayat (1) dapat dlajukan apabila 
Wajib Pajak telah membayar pu lin g  sedikit yang telah disetujui oleh Wajib Pajak 

7)Keberatan yang  bdak  memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), ayat (3), yat (4), den ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan 

n bdak dipertin.banal an ng.a noang.an 

Pasal 29 

(1)Wajib Pajak dapat m en ga ju lan  banding hanya kepada Pengadilean Pajak dalam 
jangka walktu 3 (tiga) bulat sete la h  diterirmanya  keputusan  keberatan; 

(2) Permohonan banding sebagairana dimalsud pada ayat (1) diajukan secara tertuis 
d0 ls  m  Bu h  indon  dengan alasan yang jelas dalam jangla waktu 3 (tiga) 
bulan sejak epututan diterima dilamnpini salinan dan surat keputusan tersebut; 

(3) Pen ga juan  permohonan  banding menangguhkan ke wajban  membayar pajal 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding 

Pasal 30 

(1)Jika pengajuan leberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya, lelebihan pemnbayaran pajak diembalk.an dengan ditambah imbalan 
bunga 2% (due persen) sebulan atau paling lamna 24 (dua puluh empat) bulean; 

(2) lmbala n  bunga dirnalsud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai 
diterbitkannya SKPDLB, 

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (limna puluh persen) dart 
jurlah pajak berd s in  eputan keberatan dilurang dengan paja yang telah 
dibayar sebelurmn mengajula eberatan 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi 
berupa denda sebesar 50% (lira puluh persen) sebagaimana dimnaksud pada ayat 
(3) tidal dikenalan, 

(5) Dalam hal permohonan banding di tolak atau dikabulkan sehingga Wajib Pajak 
dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dart 
jumlah pajak berdasaran putusan banding diurangi dengan pembayaran pajak 
yang telah diberyar sebelurm mengajulan keberatan 



BA8 

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN 
PEMBAYARAN PAJAK 

Pasat 31 

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak epada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya 

a Nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. Mesa Pajak; 
c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak, 
d Alasan yang jelas 

(2) Bupati dalt m jangka waktu paling lama 12 (dus belas) bulan sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan permbayaran pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan, 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana diraksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidal 
memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dianggap dikabulkan dean SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 
1(satu) bulan; 

(4) Apabila Wajb Pajak merpunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan perbayaran 
pajak sebagaimana diraksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi teriebih dahulu utang pajak dimnalsud; 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 
(dua) bulan sejak diterbitkannya $KPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), 

(6) Apabila pengembalien kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bulan sejak diterbitiannya $KPDLB, Bupati memberikan imnbalan bung 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas ketertambatan pembayaran kelebihan pajak 

Pasal 32 

Apabila kelebihan pernbayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, 
sebagairmana diralsud dalamn Pasal 28 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan 
cara pemindahbuluan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran 

BAB XIII 

KADALUWARSA 

Pasal 33 

(1)lak untuk melaluan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 
jangka waktu 5 (lira) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila 
wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagairmana dimnaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila 



a diterbitlan Surat Tegura dan Surat Paksa atau; 
b ada pengakuan utang pajak dart wjib Pajak baik langsung maupun tidak 

langsung 

(3) Dalamn hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hurufa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat 
Palsa tersebut 

(4) Pengaluan utang pajak secara langsung sebagairana diraksud pada ayat (2) 
hurufb. adalah Wajb Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyal 
utang pajak dan belumn melunasinya kepada Permnenintah Daerah 

(5) Pengakuan utang pajak secara tidal langsung sebagaimana dirnalsud pada ayat 
(2) hurufb. dapat diketahui dani pengajuan permohonan angsuran atau penundean 
pembayaran dan permohonan keberatan dart Wajib Pajak. 

BAB XVII 

KETENTUAN PENUTUP 

PAsal 34 

Hal-hal yang belumn diatur dalamn Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya ditetaplan olet Bupati 

Pasal 35 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januani 2011, 
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a diterbitlan Surat Tegura dan Surat Paksa atau; 
b ada pengakuan utang pajak dart wjib Pajak baik langsung maupun tidak 

langsung 

(3) Dalamn hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hurufa, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat 
Palsa tersebut 

(4) Pengaluan utang pajak secara langsung sebagairana diraksud pada ayat (2) 
hurufb. adalah Wajb Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyal 
utang pajak dan belumn melunasinya kepada Permnenintah Daerah 

(5) Pengakuan utang pajak secara tidal langsung sebagaimana dirnalsud pada ayat 
(2) hurufb. dapat diketahui dani pengajuan permohonan angsuran atau penundean 
pembayaran dan permohonan keberatan dart Wajib Pajak. 
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